
 
 
 

 

  
 

WALI KOTA BONTANG 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG 
NOMOR 21 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023;  

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6766); 

  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

SALINAN 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

  

8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bontang 
Tahun 2022 Nomor 6); 

  

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69); 

  

10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 
Bontang Tahun 2023 Nomor 7); 

  

11. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota 
Bontang Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Wali 
Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang 
Tahun 2023 Nomor 3); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.  
 

  
  

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Bontang.  
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.  
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom Kota Bontang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Pasal 2 
APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar 
Rp1.736.408.247.645,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh 
enam miliar empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh 
tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) bertambah 
sebesar Rp820.864.419.906,00 (delapan ratus dua puluh miliar 
delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan 
belas ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga menjadi 
Rp2.557.272.667.551,00 (dua triliun lima ratus lima puluh 
tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam 
puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. anggaran pendapatan Daerah  

 1. semula  Rp 1.686.408.247.645,00  
 2. bertambah  Rp 474.451.888.426,00 
jumlah pendapatan Daerah  
setelah perubahan  Rp 2.160.860.136.071,00 

b.  anggaran belanja Daerah  
 1. semula  Rp 1.726.408.247.645,00 
 2. bertambah Rp 805.864.419.906,00  
jumlah belanja Daerah  
setelah perubahan  Rp 2.532.272.667.551,00 

c.  pembiayaan Daerah 
  1. semula Rp 40.000.000.000,00 
  2. bertambah Rp 331.412.531.480,00 

setelah perubahan Rp 371.412.531.480,00 
 

 
Pasal 3 

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:  

a.  Lampiran I  Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b.  Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian 
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c.  Lampiran III  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Hibah;  

d.  Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Bantuan Sosial;  

e.  Lampiran V  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat 
Umum dan Bersifat Khusus; 

f.  Lampiran VI  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Belanja Bagi Hasil; 

g.  Lampiran VII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana 
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

  

 

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 

NIP. 197404112000031001 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan 
Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; dan 

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 
Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan 
APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota 
tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara. 

 
Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 
dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bontang.  

 

   

  
  

  

 
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
  

 
pada tanggal 27 September 2023 

 
  

 
WALI KOTA BONTANG,   

 
  

  
  

 
  

 
                 ttd.   

 
  

  
  

 
BASRI RASE 

 
  

  
  

Diundangkan di Bontang   
  

  

pada tanggal 27 September 2023   
  

  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,   

          

                             ttd.         

 
  

  
  

          AJI ERLYNAWATI   
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 21 

 
  

 

 


